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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ,

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan

transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis.

besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ba’ b -
~
- ta’ t -
()
. : d titik di at
& Sa $ § (dengan titik di atas)
Jim j R
d _
ha’ h h (dengan titik di bawah)
C
. kha’ kh -
C
Dal d -
3 a
3 Zal zZ Z (dengan titik di atas)
ra’ r -
J
. za’ z -
J
Sin S -
S
u% Syin sy -
2 | Sad s s (dengan titik di bawah)
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B . Dad d [ d (dengan titik di bawah)
o’ ' |
b ta’ t [ t (dengan titik di bawah)
B Za | A z (dengan titik di bawah)
C ‘ain ¢ ' koma terbalik
& Gain g -
SR ! T
« . Qaf . -
3 Q q |
s Kaf k i -
: Lam 1 -
J
Mim m ‘ -
¢
o Nu.n n . -
Wawu w -
J
ha’ h -
-]
i -L h
amzah ’ apastrof (tetapi tidak
¢ ' PI4R TG
dilambangkan ananila
terletak di awal kata)
9 ya y -
2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tungga’ atau monoftong dan rangkap atau diftong.
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a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

____ Fathah a a

. Kasroh I I
Dammah u u

Centoh:

<5 - kataba VIR - yazhabu

Jow - swila S5 - zukira
b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

amara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama . Huruf Latin . - Nama- -

& ...... Fathah danya . . aNry adani

ERR Fathah dan wawu.  au adanu
Contoh:

S - kaifa Je - haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

ix



[C I Fathah dan alif a a dengan garis di atas
atau alif maksurah
... ~ Kasrah dan ya i i dengan garis di atas
K Dammah dan wawu u u dengan garis di atas
Contoh:
J G - gala S8 -qia
) - rama Jsd - yaqilu
. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

a. Ta’ Marbutah hidup

Ta’ Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan

dammabh, transliterasinya adalah (t).

Contoh: ., (3 . fi al-Madrasati

b. Ta’ Marbutah mati

Ta’ marbutah . yang mati ateu mendapat- harakat -sukun translitrasinya
adalah (h)

Contoh: 4>l - Talhah

¢. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh: ~ &d-| 4.5 9, - raudah al-jannah



5. Syaddah (Tasydid) ‘
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama deangan huruf yang diberi tanda

syaddah itu.

Contoh: Ly, - rabbana ¢ -nwimma

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
“Ji . Namun, dalam transliterasi ini kafa sandang itu tidak dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh
huruf qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda )

Contoh:
d>= ) .- al-Rajulu sl - al-Sayyidatu
Contoh:
(Jﬁ‘ - al-Qalamu C,’J-J\ - al-Badi’u’
7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamLah tidak dilambangkan, karena

dalam tulisan Arab berupa alif.
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Contoh:
¢s* syai’un <yl umirtu
¢l al-Nawu 034U ta’khuzina
8. Penyusunan kata atau kalimat
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat

yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut ditulis

dengan kata perkata.

Contoh:

O e 4 Ol - wa inna Allah lahuwa khairu al-Razigin
Ol g J:-Q‘ | 42 4l - fa ‘aufu al-Kaila wa al- Mizan

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf Kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk
menuliskan huruf'awal nama dirl dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu
didahului ‘oleh Kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

J sy Yl L 9 - wama Muhammadun illa Rasul

o W aoy e Jgl O - inna awwala baitin wudi’a linndsi
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ABSTRAK

Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum di Indonesia telah mengatur
masalah poligami, dengan menyebutkan tiga alasan alternatif (pilihan) yang dapat
dijadikan sebagai alasan seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang. Alasan
yang dimaksud yaitu, perfama, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagui isteri, kedua, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan, ketiga; isteri tidak dapat melahivkan keturnnan. Jika diperhatikan,
maka tiga alasan yang disebutkan di atas bersumber dari adanya kelemahan isteri.
Sedangkan fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta
menggambarkan adanya perkara poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan
masa depan anak. Apabila dihubungkan dengan aturan yang tersebut di atas maka
akan menimbulkan persoalan hukum baru, karena alasan yang digunakan dalam
perkara ini bukan merupakan salah satu dari tiga syarat alternatif yang diatur oleh
ketentuan hukum yang berlaku. Hal inilah yang menjadikan penyusun tertarik
untuk meneliti pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan
izin poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan bangunan
teori tematik dan penemuan hukum. Pendekatan normatif, yaita mendekati
masalah " berdasarkan norma yang berlaku. Pendekatan yuridis, yaitu cara
mendekati masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia yang mengatur masalah poligami. Teori tematik digunakan untuk
mencari pemahaman terhadap nas dan peraturan hukum yang berlaku tentang
poligami. Teori penemuan hukum digunakan untuk mengetahui penerapan hukum
terhadap peristiwa hukum konkrit dalam menyelesaikan perkara poligami dengan
alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat _diperoleh data tentang
pertimbangan hakim dalam menyelzsaikan perkara poligami dengan alasan rujuk
demi kepentingan masa depan anak. Penyelesaian perkara ini dikaitkan dengan
tugas hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yaitu, mengkonstatir,
mengkualifisir dan mengkonstituir. ' Pada tahap ‘mengkonstatir, hakim menilai
benar tidaknya peristiwa fakta yang diajukan kepadanya terkait perkara poligami
dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak. Pada tahap ini hakim
mengetahui bahwa pemohon mengajukan permohonan poligami karena ingin
dekat dengan anak calon isteri, sebab wanita yang ‘akan dinikahi sebagai isteri
kedua tersebut adalah mantan isteri pemohon yang telah dicerai. Setelah hakim
menganggap bahwa peristiwa fakta yang diajukan kepadanya benar-benar terjadi
dan terbukti maka hakim mencari peraturan hukum yang sesuai untuk diterapkan,
tahap ini disebut kualifisir. Pada tahap kualifisir ini, hakim menemukan
pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan. Pada tahap ini, hanya alasan
poligami saja yang tidak berhasil ditemukan hukumnya, sebab alasan tersebut
bukan salah satu dari tiga alasan yang disebutkan undang-undang, bahkan alasan
tersebut tidak bersumber dari adanva kelemahan isteri. Pertimbangan hakim ini
tidak hanya melihat dari alasan dan syarat-syarat poligami yang disebutkan dalam
ketentuan hukum tetapi juga melihat peristiwa fakta yang menyebabkan pemohon
ingin poligami, sebab dari sinilah hakim dapat mengetahui bahwa, jika
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permohonan pemohon tidak dikabulkan dikhawatirkan pemohon dan calon isteri
akan tetap melanggar undang-undang karena pernikahanya dilakukan secara tidak
resmi (nikah siri), selain itu anak juga akan menanggung beban mental dan
psikologis akibat dari perbuatan orang tuanya. Dengan demikian hakim harus
dapat memberikan keputusan yang dapat mencegah mafsadat demi kemaslahatan
bersama. Pertimbangan terakhir adalah dengan mengembalikan kepada hukum
asal bahwa poligami pada dasarnya adalah tidak dilarang. Berdasarkan
pertimbangan di atas hakim mengkonstituir atau memberikan keputusan
mengabulkan permohonan izin poligami untuk menjaga keharmonisan rumah
tangga.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan salah satu prinsip-
moral paling penting. Nabi Muhammad memandang keluarga sebagai sebuah
struktur tidak tertandingi dalam masyarakat. Beliau sendiri memberikan
teladan mulia dengan fnemerintahkan pengikutnya untuk melakukan
perkawinan.'

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menyebutkaﬁ, bahwa perkawinan ialah ikaian lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(ruraah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanén Yang Maha
Esa.? Oleh karena itu, untuk mewujudkannya suami isteri harus bekerja sama,
saling bantu dan saling melengkapi guna mencapai kesejahteraan spiritual dan
material.

Undang-undang Perka@inan menganut asas monogami, tetapi apabila
dikehendaki  oleh yang bersangkutan dan hukum serta agamanya

membenarkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang (poligami).

' Husain Al Turkamani, Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam; Mengungkap Rahasia
Isu Emansipasi alih bahasa M.S. Nasrullah dan Ahsin M. cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Hidayah,
1992), him. 37.

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.



Namun demikian, hal itu hanya dilakukan apabila dipenuhi berbagai
persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan.’

Undang-undang Perkawinan menyebutkan tiga alasan yang dapat
dijadikan sebagai alasan bagi seorang laki-laki untuk beristeri lebih dari
seorang (poligami) yakni:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Kompilasi Hukum Islam mengatur persyaratan bahwa suarﬁi yang
hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan
Agama. Pengajuan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tatacara
sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.°

Salah satu tanggung jawab yang dipikul keluarga adalah hubungan
yang baik antara anak-anak dengan orang tua. Seorang ayah .mempunyai.
sejumlah-besar kewajiban kepada anak-anaknya. ‘Anak-anak -berapa pun.
usianya- selalu membutuhkan kaéih sayang dan perhatian dari brang tua .

mercka. Bahkan, setelah anak-anak bisa mandiri, tanggung jawab ini tidak

pernah berhenti.®

* Arso Sosroatmodjo, dan H.A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesiaa
(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 72. :

* Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 ayat (2) jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentung Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 41
huruf a je. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.

" Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (1) dan (2).



Berdasarkan hal di atas, kadangkala seorang laki-laki yang sudah
beristeri ingin rujuk dengan isteri pertama yang sﬁdah berpisah karena talak
atau karena dipisahkan oleh hakim demi masa depan anak. Dalam hal ini,
poligalﬁi adalah satu-satunya penyelesaian sosial yang dapat menetapkan isteri
baru, tanpa menceraikan dan dapat mengembalikan isteri yang lama, serta
menjamin kesejahteraan anak-anak untuk kembali kepada pengayoman ayah
dan ibu mereka bersama-sama.

Pengadilén | Agama Yogyakarta merﬁilfki fenomena yané
menggambarkan perkara poligami yang beraneka ragam. Salah satu perkaré
yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah adanya seorang pria yang |
sudah beristeri mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan rujuk -
demi kepentingan masa depan anak. Apabila dihubungkan dengan ketentuan
hukum di atas, perkara tersebut dapat menimbﬁlkan persoalah hukum baru
karena alasan yang disebutkan di atas bﬁkan merupakan salah satu dari tiga
alasan alternatif yang bersumber dari kelemahan isteri seperti yang diatur
dalam ketentuan hukum, bahkan alasan yang disebutkan bukan bersumber dari
kelemahan isteri.

Pengadilan Agama harus memberikan perhatian. yang cermat terhadap
perkara perizinan poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan
anak. karena perkara tersebut termasuk perkara yang pelik. Hakim harus
mencari dasar hukum dan pertimbangan yang kuat dalam memutus perkara

Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi

“ Husain Ali Turkamani, Bimbingan Keluarga., him. 37.



kepentingan masa depan anak. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya suami
diperbolehkan melakukan pcligami bila mempunyai alasan seperti yang
tersebut dalam Undang-undahg Perkawinan. Pertimbangan hakim merupakan
faktor penting yang menyebabkan hakim memutuskan untuk memberi izin
pada suami melakukan poligami dengan alasan yang belum diatur secara jelas
dalam ketentuan hukum. Di sisi lain banyak yang harus dipikirkan dan
diperti>mbangkan demi kemaslahatan bersama, baik dari isteri dan anak-anak
maupun mantan isteri yang akan menjadi calon isteri dan masa depan anak dari
mantan isteri yang akan menjadi calon isteri.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama
Yogyakarta karena Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu
pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses perkara pada tingkat
pertama. Selain itu, pada dasarnya Pengadilan Agama hanya akan memberikan
izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang bila suami telah
memenuhi syarat-syarat dan mempunyai alasan S'ang sesuai dengan yang telah
diatur dalam ketentuan hukum. Apabila memperhatikan perkara Nomor
181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi
kepentingan masa depan anak, dapat diketahui bahwa alasan Pemohon untuk
poligami belum diatur secara jelas dalam ketentuan hukum. Bahkan alasan
yang digunakan itu bukan bersumber dari adanya kelemahan isteri seperti yang
tertera dalam ketentuan hukum, sementara tiga alasan altematff yang
disebutkan ketentuan hukum tersebut bersumber dari kelemahan i‘steri.

Meskipun demikian, dalam menyelesaikan perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA



YK hakim Pengadilaﬁ Agama Yogyakarta memutuskan memberi izin kepada
Pemohon untuk poligami. Hal inilah yang menjadikan penyusun tertarik untuk
meneliti pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 181/Pdt
G/2003/ PA YK tentang permohonan izin poligami dengan alasan rujuk demi

kepentingan masa depan anak.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK

tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan
hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara Nomor
181/Pdt G/2003/PA 'YK ftentang poligami dengan  alasan- rujuk demi
kepentingan masa depan anak.
2. Kegunaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang aktualisasi hukum Islam di
bidang poligami pada um ymnya, dan di bidang perizinan poligami dengan

alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak pada khususnya.



D. Telaah Pustaka

Penulis mencoba melakukan penelusuran dan studi terhadap beberapa -
buku dan tulisan yang berkaitan dengan masalah poligami dan rujuk. Studi ini
dikelompokkan menjadi dua yaitu studi terhadap buku dan tulisan v(skripsi).
Studi terhadap buku meliputi: pertama, buku yang berjudul Poligaffti--Ditinjau
dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan.” Salah satu diantara motif
khusus poligami adalah suami jatuh cinta kepada wanita lain. Sedangkan -
sebab-sebab yang umum yaitu banyaknya wanita yang belum menikah dan
janda-janda baik karena perceraian maupun kematian.

Kedua, Tulisan yang berjudul Sikap Islam Tentang Poligami dan
Monogami,® tulisan tersebut memaparkan bahwa hukum perkawinan yang baik
ialah yang bisa menjamin dan memelihara hakikat perkaWinan itu sendiri, yaitu
hukum yang sanggup menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang
mungkin akan terjadi. Hukum perkawinan seperti itu adalah hukum yang
mengutamakan sistem monogami, tetapi pacia waktu yang sama membolehkan
poligami, meskipun bukan_sebagai peraturan yang harus- dijalankan, tetapi
sebagai suatu jalan keluar “pintu darurat” bagi keadaan-keadaan tertentu dalam

kehidupan rumah tangga. Dalém berbagai keadaan, poligami sangat diperlukan

untuk melestarikan kehidupan keluarga.

" Abdul Nasir Taufiq al Atar, Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-
undangan, alih bahasa Chodijah Nasution, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

¥ Rifat Syauqi Nawawi, “Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami”, dalam
Chuzaimah T Yanggo dan H. Ansahari, Problematika Hukum Islam Kontemporer Il (Jakarta:
Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996).




Tulisan dalam bentuk buku lain berjudul Tinjauan Hukum Islam
terhadap Pemberian Izin Poligami® Skripsi ini membahas tentang alasan-
alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan izin poligami yang.terjadi di
Pengadilan Agama Yogyakarta dan apa pertimbangan hakim memberikan izin
tersebut.

Hasil yang dicapai dalam penelitian tersebut adalah (1) alasan-alasan
permohonan izin poiigami di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak hanya
terbatas dengan 3 alasan seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi juga .ada,.alasan-é,lasan yang
lain, diantaranya adalah dengan alasan sudah saling mencintai, ingin
bertanggung jawab terhadap calon isteri yang sudah hamil dan ingin menikahi.
lagi isteri yang sudah dicerai; (2) untuk menilai boleh tidaknya. poligami,
hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak hanya mempertimbangkan dari
segi alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, tetapi juga dengan
pertimbangan-pertimbangan yang lain, yaitu; adanya persetujuan dari isteri,
adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri
dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil
terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka serta’ tidak adanya halangan
menurut hukum terhadap perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri dan
tidak adanya halangan mempoligami antara Termohon dengan calon isteri; (3)
hakim-hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta di dalam memeriksa perkara

permohonan izin poligami sudah sesuai dengan hukum Islam secara umum.

® Aris Ismail, “Tinjuan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami di Pengadilan
Agama Yogyakarta” Skripsi sarjana fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.



Kedua, skripsi yang berjudul Menopause sebagai Alasan Poligami."’
Skripsi tersebut mambahas mengenai perubahan fungsi seksual wanita yang
mengalami menopause akan berpengaruh pada hubungan seksual suami isteri.
Padahal hubungan suami isteri adalah suatub hubungan yang memiliki peranan
penting dalam menciptakan kebahagiaan keluarga.

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah (1) hakim-hakim di
Pengadilan Agama Sleman dalam memeriksa perkara permohonan izin
poligami dengan alasan menopause telah sesuai dengan hukum Islam secara
umum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesiaa. (2) dalam
memberikan izin poligami dengan alasan menopause pada hakikatnya sangat
tergantung pada isteri yang dimadu. Apabila isteri menyatakan kesediaannya,
maka ini adalah dasar yang kuat untuk mengabulkan permohonan izin tersebut.
Hal ini didasarkan pada kemaslahatan sebagai tujuan akhir adanya permohonan
poligami.

Ketiga, studi terhadap skripsi yang berjudul Perizinan Poligami karena
Isteri Menderita Epilepsi.Skripsi tersebut menjelaskan bahwa poligami
sangat diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga_, selzgrti_p?{lf?ra“yang
terjadi karena isteri menderia Epilepsi. Hal ini dapat menimbulkan démpak{
psikistrik, yaitu adanya reaksi individu yang dapat menimbulkan hambatan

pada diri penderita sebagai anggota masyarakat.

'° Evi Puspita Sari, “Menopause sebagai Alasan Poligami” (Studi terhadap Putusan
Pengadilan Agama Sleman 1999-2000), Skripsi sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 1999).

"' Sri Widodo, “Perizinan Poligami Karena Isteri Menderita Epilepsi” (Studi Analisis
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang 1991-1995), Skripsi sarjana Fakultas Syari’ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.



Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah (1) permohonan izin
untuk berpoligami di Pengadilan Agama Semarang sudah memenuhi ketentuan
dalarn Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor
9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; 2)
pembuktian perkara tentang cacat badan atau suatu penyakit harus dengan surat
keterangan dokter karena lebih mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna; (3) pemberian izin poligami karena isteri menderita epilepsi (dalam
perkara ini), sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal
41 huruf a dan telah memenuhi Syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) jo, Peraturan
Pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b, ¢ dan d.

Keempat, studi terhadap skripsi yang berjudul Hukum Islam T. entang
Poligami karena Isteri Mafqud."® skripsi ini membahas syarat adil bagi suami
yang melakukan poligami terhadap poligami yang dilaksanakan suami karena
isterinya mafqud atau lebih jelasnya “tuntutan berlaku adil bagi suami dalam
hal nafkah dan gasm terhadap isterinya yang mafqud, masih ada atau menjadi
gugur?” dan bagaimana hukum poligami yang dilakukan oleh suami karena

isterinya mafqud, sedangkan ia adalah orang yang hanya mampu memberi

nafkah terhadap seorang isteri saja.

' Fairuz Malaya, “Hukum Islam Tentang Poligami karena lsteri Mafqud” (Studi atas
Syarat Adil dalam Poligami karena Isteri Mafqud), Skripsi sarjana Fakultas Syari’ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 1999, .
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Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah (1) bahwa status isteri
yang mafqud adalah dianggap masih hidup -karena itu asal- sampai ada
kejelasan tentang matinya. Adapun ikatan perkawinan nya masih tetap berjalan
sampai ada bukti yang menyatakan bahwa dia sudah meninggal dunia atau
suami menceraikannya; (2) hak nafkah maupun gasm bagi isteri yang mafqud
adalah menjadi gugur karena ia tidak memnuhi persyaratan-persyaratan bagi
seseorang untuk mandapatkan nafkah ataupun gasm. Oleh karena itu maka
dalam poligami karena isteri mafqud, tuntutan keadilan yang harus dilakukan
oleh suami terhadap isterinya adalah: suami wajib memberikan nafkah maupun
qgasm bagi istreri yang ada (tidak mafqud) dan tidak wajib memberikan nafkah
maupun gasm bagi yang mafqud. Hal itu dikatakan adil sebab diantara makna
adil acialah: perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu
kepada setiap pemiliknya. Dalam hal ini isteri yang mafqud dinyatakan tidak
memiliki hak baik nafkah maupun gasm; (3) apabila satu-satunya isteri yang
dimiliki oleh suami mafqud kemudian suami melakukan poligami sedangkan ia
hanya mampu’ memberikan nafkah bagi seorang isteri saja, maka ia
diperbolehkan melakukan poligami sebab nafkah yang ‘dibutubkan untuk
diberikan kepada isterinyatidak dituhtut untuk dua orang isteri. Tetapi hanya
untuk seorang isteri. Hal itu berarti suami telah memenuhi persyaratan adil
dalam hal nafkah.

Demikian juga seandainya suami yang hanya mampu memberikan
nafkah bagi seorang isteri kemudian ia melakukan poligami (dengan 2 orang

isteri) tetapi salah seorang isterinya rela tidak mendapatkan bagian nafkah dari



11

suami tersebut maka ia diperbolehkan juga meiakukan poligami, karena nafkah
yang ditanggung oleh suami tersebut tidak untuk dua orang i“_sAteri‘. o

Isteri mafqud dalam keluarga poligami tidak termasuk “kal-muéllaqah”
sebab dalam hal ini suami tidak menjadi sebab penyebab isteri yang mafqud itu'
menjadi tidak mempercleh hak nafkah maupun gasm walaupun ia mas‘ih
menjadi isteri suami tersebut secara sah. Hal ini berbeda dengan yang
dimaksud “kal-muallagah” dalam surat (4) ayat 129, yaitu bahwa penyebab
isteri menjadi “kal-muallagah” adalah dari pihak suami yang tidak
melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap isteri-isterinya.

Hasil studi pustaka yang dilakukan oleh penulis bermaksud untuk
membandingkan dan memposisikan skripsi yang disusun oleh penulis dengan
skripsi yang telah disebutkan di atas. Buku yang berjudul Poligami Ditinjau
dari Segi Agama, Sosial dan Perundar,g-Undangan memfokuskan
pem.bahasannya pada status/eksistensi poligami di pandang dari segi agama,
sosial dan perundang-undangan. Tulisan kedua yang berjudul Problematika
Hukum Islam Kontempoier Il membahas dibolehkannya poligami berdasarkan
konteks sosial yang diakhiti dengan opini tentang hukum perkawinan yang
baik. Studi tulisan ilmiah (Skripsi) pertama vang berjudul Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami menitikberatkan pada penjelasan
dasar hukum dan pertimbangan hakim memberikan izin poligami yang
kemudian disinkronkan dengan hukum Islam. Skripsi yang kedua yang
berjudul Menopause sebagai Alasan Poligami dan skripsi yang ketiga yang

berjudul Perizinan Poligami karena Isteri Menderita Epilepsi, mempunyai
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latar belakang yang mirip yaitu alasan poligami yang berasal dari kelemahan
isteri. Skripsi yang ketiga tersebut juga membahas tentang pembuktian yang
berfokus pada masih diperlukarnya keterangan dokter dalam proses
pembuktian perkara perizinan poligami dengan alasan epilepsi. Skrii)si yang
terakhir yang berjudul Hukum Islam Tentang Poligami karena ISz;eri Mafqud
lebih membahas pada bagaimana sikap adil yang harus diterapkan suami yang
poligami dengan alasan isteri mafqud sedangkan ia hanya bias memberi nafkah
seorang isteri saja. Sedangkan skripsi yang disusun oleh pemﬂis ini membahas
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap putusan Nomor
181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi
kepentingan masa depan anak, yang mana hakim memutuskan untuk

mengizinkan suami untuk poligami meskipun alasan poligami dalam perkara

tersebut belum dxatur secara Jelas dalam ketentuan hukum dan alasan tersebut

bukan bersumber dari kelemahan isteri.

. Kerangka Teoretik

Penelitian  ini. merupakan- studi terhadap pertimbangan hakim
Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara Nomor 181/Pdt
G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa
depan anak, yang mana alasan tersebut belum diatur secara jelas dalam
ketentuan hukum. Meskipun demikian, hakim memutuskan untuk memberikan
izin kepada suami untuk melakukan poligami. Oleh Karena itu, bangunan
pemikiran dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan teori penemuan

hukum (rechtsvinding) dan metode tematik.
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Teori penemuan hukum atau rechtsvinding, yaitu proses pembentukan
hukum ’oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk
penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut
dapat dikatakan- bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi dan
individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan
mengingat peristiwa hukum konkrit (das sein). > Teori ini digunakan untuk
mrncari jawaban atas sikap yang diberikan hakim terhadap permasalahan yang
tidak diatur dalam ketentuan hukum.

Metode tematik mencakup dua hal yaitu tematik ber_désarkan subjek
atau topik dan tematik berdasarkan surat al Qur’an. Dalam skripsi ini yang
digunakan adalah tematik berdasarkan subjek atau topik. Aplikasi dari lhetode
tematik adalah mengumpulkan semua ayat yang membahas topik atau subjek
yang sama, kemudian menggabungkan dan menghubungkan semua ayat
tersebut menjadi satu pembahasan yang utuh dan menyatu. Langkah terakhir
adalah mendiskusikan subjek yang ada secara keseluruhan dengan
mempertimbangkan konteks masing-masing (asbab al-nuzul). "

Teori_dan metode tersebut digunakan untuk melakukan pemahaman
secara menyatu dan terpadu terhadap ketentuan-ketentuan normatif dan yuridis
yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 181/Pdt G/2003/P4A

YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak.

** Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar cet. Ke-3 (Yogyakarta:
Liberty, 2004), him. 37. ' :

'* Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: Academia dan
Tazzafa, 2004), him. 80-81.
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Pada hakekatnya, seorang hakim wajib melakukan beberapa tindakan
secara bertahap dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.'’ Pertama,
~ tahap konstatiring artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa fakta yang
diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah
“mennrut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita
Acara persidangan. Fakta ialah keadaan atau peristiwa yang pernah terjadi atau
perbuatan yang dilakukan dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat
dinyétakan terbukti apabila telah diketahui kapan, di mana dan bagaimana
terjadinya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut cara-cara dalam hukum
pembuktian.'®
Kedua, tahap Kualifisir yang berarti menilai peristiwa itu termasuk
hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa
yang telah dikonstatiring itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan
hukum. Tetapi dalam kenyataannya, menemukan hukum tidak sekedar
menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Terlebih lagi jika
peraturan hukumnya tidak tegas/dan tidak jelas pula’’
Pada tahap terakhir, sesudah mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa,
hakim harus mengkonstituring 'atau memberi konstitusinya. Hal Ini berarti

bahwa hakirn menetapkan hukumnya atau memberi keadilan kepada yang

** Mukti Arto, Praktek Ferkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. ke-5 (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 110.

' A. Mukti Arto, Menccri Keadilan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), him.
220.

7 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. ke-1 (Yogyakarta:
Liberty, 2002), him. 111.



bersangkutan.'® Dalam tahap ini hakim berpegang pada prinsip mehjatuhkan
putusan yang bersifat tuntas dan final.'®

Alasan poligami yang digunakan dalam petkara Nomor 181/Pdt
G/2003/PA YK memang belum diatur secara jelas dalam kefentuan hukum
yang berlaku di Indonesia. Sekalipun demikian hakim tidak boleh menolak
untuk memeriksa dan mengadili dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang
jelas. Hal ini disebabkan karena hakim dianggap tahu akan hukum (ius curia
novit). Seandainya hakim tidak menemukan hukum tg:rtulis maka ia wajib
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat. Selain itu hakim juga harus mampu melakukan rechtsvinding
(penemuan hukum) agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan
yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan,
kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional barulah
doktriﬁ. Jadi terdapat hierarkhi dalam sumber hukum yaitu adanya tingkatan-
tingkatan. Qleh karena itu, jika terjadi konflik dua sumber, maka sumber
hukum yang tertinggi akan melumpuhkan sumber hukum yang rendah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur

masalah poligami berbunyi:?!

'® Ibid, him. 112.
** A. Mukti Arto, Mencari Keadilan., him. 223.
?® Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum., hlm. 48.

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3, 4 dan 5.



16

Pasal 3

(1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami. '

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib
mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Apabila dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada
seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkar. : oo T TR

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi
syarat-syarat sebagai berikut: :

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan beriaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka. X

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan
bagi seorang suami 'apabila isteri-isterinya ‘tidak ‘mungkin dimintai
persetujuannya 'dan tidak dapat menjadi pihak dalam petjanjian, atau
apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari
hakim pengadilan.

Ada sejumlah nas yang berbicara tentang poligami, akan tetapi dalam al

Qur’an hanya terdapat satu nas yang secara jelas membahas tentang poligami

" yaitu®
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Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa al-Qur’an tidak pernah
menyatakan pembolehan umum kepada siapapun untuk beristeri sampai empat.
Perkawinan dengan lebih dari satu perempuan dibolehkan dengan syarat
berlaku adil dalam tiga tingkatan, yaitu Jaminan penggunaan harta kekayaan
anak yatim dan janda secara layak, jaminan berlaku adil kepada semﬁa isteri
dalam masalah materi dan jaminan memberikan cinta dan kasih sayang yang
sama kepada semua isteri-isterinya secara adil.?*

Hakim sebagai orang yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili
diharapkan dapat memperhatikan seluruh pertimbangan yang berkaitan dengan
masalah poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak.
Dalam pertimbangan hakim itu pasti ada pertimbangan yang meringankan dan
memberatkan-untuk dikabulkannya permohonan poligami dengan alasan rujuk

demi kepentingan masa 'depan anak.  Oleh karena itu, hakim harus mampu

2 AI-Nisa@’ (4): 3.

2 Imam al-’[urmu'zi, Sunan al-Turmuzi (Beirat: Dar al Fikr, 1983), 11: 298, hadis nomor
1138, “Bab M Ja a fi al-Rajul Yuslim wa ‘Indahu Asyr al-Niswah” hadis dari ibnu Umar.

* Asghar Ali Engineer, Matinya Perempuan; Transformasi al-Qur’an, Perempuan dan
Masyarakat Modern, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Thsan (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), him.
144.
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memutuskan dengan pertirabangan yang dapat menghilangkan kemafsadatan

demi kemaslahatan bersama. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul figh:

sedladl Cida e adta Audiall ¢

F..Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk Jenis penelitian lapangan
(Field Research), yaitu jenis penclitian yang datanya diperoleh dari
Pengadilan Agama, yaitu tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK
tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk mendeskripsikan dar; menganalisis pertimbangan hakim
dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Ncmor 181/Pdt G/2003/PA
YK tentang poligami dengan, alasan rujuk demi kepentingan masa depan
anak sebagai alasan poligami. Data yang terkumpul dideskripsikan terlebih
dahulu seputar- masalah. poligami ~dan rujuk secara. umum. Kemudian
dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang penyelesaian
perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan

rujuk demi kepentingan anak dan terakhir menganalisis pertimbangan hakim.

** Abdul Hamid Hakim, al-Sullam, (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.), him.60.
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3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:

a. Pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yémg diteliti dengan
melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak, sesuai dengan
norma yang berlaku, terutama kapasitasnya sebagai warga muslim. Oleh
karena itu pedoman yang dipakai adalah hukum Islam yang bersumber
dari al-Qur’an dan hadis.

b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesiaa yang mengatur masalah poligami.

4. Fengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan
mempelajari dokumen-dokumen berkas perkara yang berupa putusan
Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK ientang poligami dengan alasan rujuk

demic kepentingan | masa |depan| 'anak/ | Di samping itu dilakukan
penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan
dengan poligami derigan alasan rujul demi kepentingan masa depan anak
untuk mempertajam analisis terhadap pertimbangan hakim dalam
putusan Pengadilan Agarha Yogyakarta tersebut.

b. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan
menggunakan pedornan wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai

adalah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Metode ini dipakai untuk
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memperoleh gambaran yang jelas tentang poligami dengan alasan rujuk
demi kepantingan masa depan anak dan upaya majelis hakim untuk
menyelesaikan perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami
dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak, sehingga dapat

membantu proses analisis data.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya
penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data
.yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam tentang -perﬁmbangan
hakim Pengadilan Agama dalam putusan Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK
tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak -

vang muncul dari ketentuan yuridis.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi_ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama, berisi
pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh dan
sistematis serta menjadi pijakan; yang kokoh dalam -mencari jawaban dari
pokok masalah. Bab ini terdiri dari enam sub bab yang berisi tentang latar
belakang masalah, tujuén dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik,

metode penelitian dan sistematika pembahasan. .
Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum seputar poligami dan rujuk.
Pgm‘ﬁahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan
dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab yang

membahas gambaran umum tentang poligami dan rujuk sebagai istilah dasar
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dalam perkara yang diteliti. Sub bab pertama berbicara tentang poligami yang
meliputi pengertian dan dasar hukum, pandangan para ulama, syarat-syarat dan
sebab-sebab. Sub bab kedua berbicara tentang rujuk yang meliputi; pengertian
dan dasar hukumnya.

Bab ketiga, berbicara mengenai penyelesaian perkara dan' putusan
hakim Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk
demi kepentingan masa depan anak. Pembahasan ini dimaksudkan untuk
memberikan - gambaran mengenai penyelesaian perkara Nomor 181/Pdt
G/2003/PA YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa
depan arak. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yang mencakup pengajuan izin
poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan
perkara, pertimbangan hakim dan putusan hakim Nomor 181/Pdt G/2003/PA
YK tentang poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap faktor penyebabn-pohgam1
dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak dan analisis terhadap
pertimbangan hakim dalam ‘putusan Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tentang |
poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak. Bab ini
merupakan  inti’ pembahasan dalam Skripsi ini, yang dimaksudkan untuk
memperoleh jawaban dari pokok masalah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

saran.






BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan mengenai
pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 181/Pdt G/2003/PA
YX tentang poligami dengén alasan rujuk demi kepentingan masa depan anak,
maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut
melalui tiga tahap: (1) konstatiring (2) kualifisir, dan (3) kontituiring untuk
mendapatkan pertimbangan yang cukup dan matang. Tahap kualifisir
memégang peranan penting karena pada tahap ini hakim tidak menemukan
pertimbangan bahwa alasan poligami yang digunakan sesuai dengan Pasal 4
ayat (2) huruf c.

Putusan hakim mengenai perkara ini tidak hanya terfokus pada
pertimbangan alasan poligami saja. Selain pertimbangan alasan tersebut hakim
Jjuga mempertimbangkan telah terpenuhinya syarat-syarat poligami yang diatur
oleh ketentuan hukum, seperti adanya izin dari termohon (isteri), kesanggupan
menjamin hidup isteri-isteri dan anak-anak serta kesanggupan berlaku adil.
Selanjutnya hakim mempertimbangkan tidak adanya hubungan darah antara
pemohon, termohon dan calon isteri, sehingga pemohon tidak mempunyai
halangan menikah secara poligami dengan calon isteri. Hakim juga mencari
pertimbangan berdasarkan peristiwa fakta, sebab dari sini akan diketahuj apa
yang mendasari pemohon harus melakukan poligami dan akibat yang akan

ditimbulkan jika izin poligami tidak dikabulkan. Selanjutnya, hakim
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mengembalikan rhasélah poligami kepada hukum asél béhw; pohgamx élndalaﬁ
boleh. Pertimbangan hakim ini diperkuat dengan pertimbanéan Surat al-Nisa’
ayat (3). Berdasarkan pendapat hakim, bahwa Jika izin poligami dengan alasan '
rujuk demi kepentingan masa depan anak tidak dikabulkan akan menimbulkan
kemafsadatan yang besar, dan berdasarkan pertimbangan_ hakim yang lain,
maka demi kemaslahatn bersama hakim memberikan keputusan dengan

mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan rujuk demi kepentingan

masa depan anak.

B. Saran-saran
1. Hendaknya pemahaman mengenai poligami dengan alasan rujuk demi
kepentingan masa depan dilakukan secara menyeluruh dan bijak serta
memperhatikan segala aspek.
2." Hendaknya hakim yang' membuat putusan lebih teliti lagi dalam
mencantumkan dasar hukum sebagai pertimbangan, sehingga kesalahan

seperti yang terjadi dalam putusan Nomor 181/Pdt G/2003/PA YK tidak

terulang di kemudian hari.
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